SALINAN

NOMOR " TAHUN 2017
TENTANG

PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah
secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat
untuk masyarakat;

b. bahwa dalam rangka percepatan implementasi transaksi non
tunai sebagai upaya peningkatan  akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910 / 1867 | SJ,
tanggal 17 April 2017, tentang Implementasi Transaksi Non
Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, periu
mengatur  kembali Tata Cara Pembayaran Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barito Selatan;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito

Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan

bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
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Nomior 72, Tambehan bembatan Negara Republik
Nomor 1820 );
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8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5672);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5492 );

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587); scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara.

‘Republik Indonesia Nomor 5679 );
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149, Pernturan Menteri Dilum Negerl Nomor 13 Tahun 2006
tentung Pedomnn Pengelolnan Keuangnn Daerah sebagaimans
telnh divbnh bebernpn kall ternkhir dengan Peraturan Menterd
Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedus
Atas Pernturan Mentert Dalam Negert Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keunngan Duernh (Berita Negiara
Republik Indonesin Tahon 2011 Nomor 310);

15, Pernturan Duernh Kabupnten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Knbupaten Barito
Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
,‘ Kabupaten Barito Selatan Nomor 2),

Menctapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI  LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN.

Pasal |
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b. Bagi PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati

ketentuan jam kerja akan dikenakan sanksi sesuai aturan dan
ketentuan vang berlaku;

‘¢. Besarnya Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulan
dihitung dari jumlah hari kerja dikalikan jumlah kehadiran PNS
dan CPNS dalam 1 (satu) bulan;

d. Dihapus; dan

¢. Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan melalui rekening
PNS dan CPNS di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Oktober 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah
Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 -ovembex 2017
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